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ABSTRAK

BPKP sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan sebagai
pemberi assurance dan consultant. Hal ini membutuhkan perbaikan proses intern yang
berkelanjutan agar ketaatan pada standar tetap terjaga dan kualitas proses dan hasil
pengawasan dapat terus meningkat. Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2006, dinyatakan bahwa reviu atas laporan hasil pengawasan oleh APIP dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan tersebut. Penelitian ini
memiliki tujuan untuk mengetahui Efektivitas Reviu Berjenjang dalam Peningkatan
Kualitas Laporan Hasil Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini berupa Deskriptif Kualitatif yang mengkaji
data dari wawancara dan pengamatan langsung yang didukung dengan data primer dan
data sekunder dari Pewakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera
Selatan. analisis pada penelitian ini berupa melihat efektivitas dari proses reviu berjenjang
dengan mengacu pada tiga dimensi yaitu optimasi tujuan, perspektif sistem serta tekanan
terhadap perilaku. Setelah dilakukan penelitian dapat dilihat bahwa penerapan reviu
berjenjang dalam peningkatan kualitas laporan hasil pengawasan di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sudah efektif.

Kata Kunci: BPKP, APIP, Reviu Berjenjang.
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ABSTRACT

BPKP as a part of the Government Internal Supervisory Institution acts as
an assurance and consultant provider. This requires continuous improvement of
internal processes to maintain compliance with standard and the quality of
processes and results of supervision can continue to improve. In article 33 of
Government Regulation Number 8 of 2006, it is stated that the review of reports
on the results of supervision by APIP is in order to ensure the reliability of the
information presented in the report. This study aims to determine the
effectiveness of tiered reviews in improving the quality of the monitoring results
report at the Financial and Development Supervisory Agency of South Sumatra
Province. This research is a qualitative descriptive study that examines data from
interviews and direct observation supported by primary data and secondary data
from the Representative of the South Sumatra Financial and Development
Supervisory Agency. The analysis in this study is to see the effectiveness of the
tiered review process by referring to three dimensions, namely optimization of
objectives, systems perspective and pressure on behavior. After conducting the
research it can be seen that the application of tiered reviews in improving the
quality of the monitoring results report at the South Sumatra Province Financial
and Development Supervisory Agency has been effective.

Keywords: BPKP, APIP, Tiered Review
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah mengelola negara dalam kaitannya dengan masalah keuangan
mencakup dana besar, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas
penggunaan dana guna penyelenggaraan pemerintahan yang sudah seharusnya di
dukung dengan suatu pengawasan yang mumpuni dalam rangka menjamin
pemerataan dana pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi
penggunaan dana bisa di pertanggungjawabkan. Menurut hasil penelitian
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global menunjukkan bahwa
setiap tahun rerata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud.
Berdasarkan hasil survai yang dilakukan ACFE Indonesia. Berdasarkan hasil
survai dari ACFE Indonesia juga terdapat persentase dari fraud yang paling
banyak terjadi di Indonesia. Sebanyak 67% fraud berupa korupsi, dalam survai
fraud Indonesia sendiri asset misappropriation sebanyak 31% . fraud berupa
laporan keuangan sebanyak 2%.

Gambar 1.Fraud yang paling banyak di Indonesia
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Sumber: ACFE Indonesia



Tetapi hal persentase ini juga bisa saja disebabkan karena pengalaman dari
setiap responded yang berbeda ditambah lagi banyaknya publikasi kasus korupsi
yang dilakukan oleh media massa. Korupsi juga masih menjadi fraud yang paling
merugikan di Indonesia yaitu 77% dari 178 kasus, penyalahgunaan aktiva
sebanyak 19% dari 41 kasus dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 4% dari
10 kasus.

Gambar 2. Fraud yang paling merugikan di Indonesia
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Di Indonesia terdapat beberapa lembaga intern pemerintah, memberikan
jaminan atas penggunaan anggaran pemerintah. lembaga pengawasan tersebut,
terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di
lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi
(Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (ltwilkab/ltwilkot), Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK Badan Pemeriksa
Keuangan) merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Dari
banyaknya lembaga audit pemerintah semuanya memiliki ruang lingkup dan
pertanggungjawaban kerja yang berbeda, seperti halnya BPKP disebut sebagai

Auditor Internt Pemerintah. Secara hierarki disebut sebagai lembaga vertical



artinya dibawah kementrian keuangan dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Berbeda dengan BPK yang merupakan lembaga audit independen tetapi setara
dengan lembaga tinggi negara dan pertanggungjawaban dilakukan kepada DPR.
Hal ini ditujukan agar setiap lembaga terjaga independensi nya sebagai lembaga
auditor pemerintah. Tetapi sama — sama menjalankan fungsi audit internal.

Kualitas kinerja berbading lurus dengan proses kerja yang dilakukan
auditor. Kualitas kerja dapat dilihat melalui bagaimana auditor tersebut dilakukan,
dihasilkan dan dinilai dari jumlah auditor yang memberikan tanggapan
pembenaran atas audit yang diselesaikannya. Selain itu, kompetensi dan
independensi auditor dalam prakteknya akan berkaitan langsung terhadap etika.
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendorong dilakukannya
program penjaminan dan pengembangan mutu. Sebagai auditor Intern Pemerintah
yang bertugas melakukan pengawasan maka sudah selayaknya menjamin kualitas
mutu laporan yang nanti akan diterbitkan. Program penjaminan dan
pengembangan mutu dilakukan melalui penilaian intern dan ekstern. Program
penilaian dilakukan melalui supervisi terus - menerus dan penilaian secara
periodik, setiap semester atau tahunan. Program penilaian dapat dilakukan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini bisa dilakukan
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan bagian dari
APIP yang memberikan jaminan serta konsultasi terhadap beberapa area risiko,
pengendalian dan tatakelola. Diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2008 Tentang tugas
pengawasan Badan Pengawsan Keuangan Pembangunan yang memberikan

jaminan serta konsultasi. Hal tersebut memerlukan perhatian besar terhadap



proses intern yang berkelanjutan untuk agar ketaatan terhadap standar terjaga dan
kualitas pengawasan mengalami peningkatan. Pada pasal 33 PP No. 8 Tahun
2006, menyatakan reviu terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan serta
keandalan informasi yang disajikan dalam laporan. Reviu berguna memberikan
keyakinan akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang nantinya akan
disajikan dalam laporan hasil pengawasan (auditing). Pandangan pimpinan BPKP
saat ini kualitas proses dan hasil pengawasan belum optimal serta terdapat banyak
area yang harus ditingkatkan.

Pendekatan yang dapat digunakan guna meningkatkan dan memelihara
quality assurance serta program pengembangan tersebut adalah konsep
manajemen mutu. Manajemen mutu adalah kerangka dasar guna meningkatkan
kualitas audit secara sistematik, mengingat usaha meningkatkan kualitas audit
tidak dapat dilaksanakan apabila hanya dilakukan oleh auditor secara individu
maupun tim. Salah satu cara untuk mengetahui hal itu melalui laporan hasil

pengawasan.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPKP Perwakilan Sumatera Selatan
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Dalam BPKP sendiri terdapat beberapa bidang kerja yang masing —
masing memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menjalankan operasionalnya
sebagai lembaga audit intern pemerintah. Diantara bidang tersebut yaitu, Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Bidang Akuntan Negara dan Bidang
Investigasi. Peneliti dalam hal ini memfokuskan pembahasan pada satu bidang
yaitu bidang pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang terbagi menjadi dua
bidang yaitu, bidang perekonomian dan kemaritiman serta bidang POLHUKAM,
pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan tugas dari bidang pengawasan IPP serta mengacu pada
fungsinya memberikan assurance dan consulting maka instansi pemerintah pusat
melakukan evaluasi atas laporan pengawasan berdasarkan hasil audit yang
dilakukan oleh auditor inilah yang disebut proses reviu berjenjang. Dalam
pembuatan laporan hasil pengawasan tim audit yang bertugas melakukan auditing
menggunakan Kertas Kerja Audit sebagai media dalam proses dokumentasi
catatan, dokumen serta bukti yang berhasil dikumpulkan dan disimpulkan. Lalu,
hasil laporan pengawasan yang di buat auditor dalam setiap tahap auditing.
Menjaga mutu dalam setiap proses reviu berjenjang khususnya menjadi hal
penting guna menjaga kualitas laporan. KKA yang di buat anggota akan direviu
oleh ketua, dalnis, dan korwas. Dilakukannya reviu berguna untuk meyakinkan
audit di jalankan berdasar pada PKA, dan kesimpulan audit dibuat atas bukti-bukti

kompeten yang cukup.



Gambar 1. 4 Contoh Kertas Kerja Audit
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Proses reviu ini dipergunakan sebagai cara guna memastikan apakah audit di
jalankan sesuai dengan program audit dan untuk memastikan bahwa hasil audit
benar-benar dituangkan dengan benar sesuai dengan data yang ada dilapangan.
Karena dalam proses reviu ini masih banyak sekali kesalahan — kesalahan yang
muncul dan hal ini tentu dapat memengaruhi kualitas laporan hasil pengawasan.
Permasalahan disiplin pegawai masih menjadi hal serius karena berdasarkan
pengamatan di lapangan terdapat auditor-auditor yang tidak menyelesaikan
laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu, penekanan terhadap optimalisasi
peran dan fungsi dari pereviu dirasa masih kurang, kondisi demikian tidak
seharusnya terjadi mengingat BPKP sendiri sebagai lembaga audit internal
pemerintah tentu dibebankan dengan tugas-tugas lain yang sangat melibatkan para
auditor untuk terjun langsung kelapangan, ditambah lagi masih banyak pegawai
yang harus dipantau dalam menyelesaikan kewajibannya dalam membuat laporan
hasil pengawasan. Permasalahan spesifik sendiri seperti permasalahan deteksi
salah saji, kesalahan metodologi, serta kemungkinan adanya gratifikasi oleh pihak

yang berkepentingan. Mengingat lembaga pengawasan dan keuangan sendiri



rentan dengan hal-hal tersebut. Maka dari itu reviu berjenjang dirasa sangat
diperlukan untuk mengurangi masalah-masalah diatas, walaupun bukan satu-
satunya cara dalam mengatasi tetapi ini merupakan cara terbaik yang telah
digunakan BPKP sendiri dalam memaksimalkan pembuatan laporan hasil
pengawasan.

Koreksi yang dilakukan oleh pihak terkait harus detail dan netral
berdasarkan hasil audit yang ada di lapangan. Setelah diserahkan kepada ketua tim
jika tidak ada perbaikan maka laporan layak untuk dibahas dan diserahkan kepada
pengendali teknis, setelah diserahkan kepada pengendali teknis, dibahas dan jika
layak maka disetujui pengendali mutu/korwas. Ini bukanlah tahap akhir dari
proses reviu berjenjang melainkan setelah disetujui oleh pengendali mutu/korwas
baru nantinya laporan dapat diserahkan kepada kepala perwakilan untuk diperiksa
kembali sebelum nantinya diserahkan kepada tim yang melakukan audit. Dan
setiap tahapan reviu berjenjang terdapat symbol dan paraf setiap pihak yang
terkait.

Berikut symbol/warna pena yang dipergunakan dalam reviu berjenjang:

1. Pena warna Hijau menunjukkan bahwa yang melakukan koreksi adalah

pengendali teknis.

2. Pena warna biru menunjukkan bahwa yang melakukan koreksi adalah

ketua tim.

3. Pena warna Hitam menunjukkan bahwa yang melakukan koreksi adalah

Pengendali Mutu/Korwas.



4. Warna Biru toska Menunjukkan bahwa telah dikoreksi oleh Kepala

Perwakilan.

Gambar 1.5 Bagan atau alur Reviu Berjenjang

PENGENDALI PENGENDALI
g 4 U §
PENGENDALI TEKNIS PENGENDALI TEKNIS
U © C 4§
KETUATIM KETUA TIM
T O v O
ANGGOTA TII\/I_ ANGGOTA TR/I

Sumber: Website resmi BPKP Sumatera Selatan
Oleh karena laporan hasil pengawasan bersifat sangat penting dan

berkaitan erat dengan penggunaan uang negara maka harus dilakukan pengawasan
yang ketat serta dalam proses pembuatan laporan harus dilaksanakan dengan baik
dan sesuai standar yang ditetapkan agar nantinya dapat menghasilkan laporan
audit yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan khususnya pada Bidang
Intansi Pemerintah Pusat BPKP Sumatera Selatan. Berdasar pada apa yang telah
diuraikan diatas terkait masalah yang ada maka sangat penting untuk
dilakukannya reviu berjenjang secara efektif.
B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah reviu berjenjang efektif terhadap peningkatan kualitas laporan

hasil pengawasan?



C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas
Reviu Berjenjang Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan.
D. MANFAAT PENELITIAN

manfaat dari penelitian ini adalah:

1 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu
administrasi publik serta menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa
lainnya yang berkeinginan melakukan penelitian yang juga berkaitan
dengan pengaruh reviu berjenjang terhadap kualitas laporan hasil
pengawasan.

2. Secara praktis, memberikan input bagi pihak terkait, yang dalam
hal ini penguatan manajemen mutu, dari perspektif kajian Manajemen
Publik serta dapat memberikan feedback bagi pimpinan organisasi dalam

pembuatan keputusan terkait Manajemen mutu melalui reviu berjenjang.
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